PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA

S AL I NAN,
No.12/C;Tg1.9-12-1997.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan untuk
memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang
kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya, perlu meninjau kembali Organisasi dan
Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Surabava Nomor 19 Tahun 1995;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam
konsideran menimbang huruf a diatas serta
untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi
daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
perlu menetapkan kembali Organisasi dan
Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya
dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, vang telah  diubah
-dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah : '

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ; -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
titik berat pada Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 ﬁentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26
(dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

8. Keputusan ‘Menteri Kesehatan WNomor :  99a/
Menkes/SK/I11/1982 tentang Berlakunya Sistem
Kesehatan Nasional ;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/11/1988 dan
Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Neger{ Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1893 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Kesehatan ;

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178
Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah
pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
bERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
EURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
ESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i1
SURABAYA. '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini yang dimaksud
dengan

a. Pemer1ntah Daerah adalah Pemarwntah Kotamadya




)
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Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;

Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava ;

Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kegsehatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Rumah Sakit adalah sarana milik Pemerintah
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan semua jenis penyakit dari yvang
bersifat dasar sampai dengan spesialistik ;

Rumah Sakit Khusus adalah sarana milik
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis penyakit
tertentu atau disiplin ilmu ;

. Pusat Kesehatan Masyarakat selajutnya disebut

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi
kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan
secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan
kesehatan dasar, pembinaan peran serta
masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan ;

Puskesmas Rujukan adalah Puskesmas yang
dilengkapi dengan pelayanan spesialistik
tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat
inap serta melayani rujukan lanjutan pertama
dari Puskesmas lainnya ;

Laboratorium Klinik adalah sarana kesehatan
milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pelayvanan pemeriksaan dibidang hematologi,
kimia Kklinik, mikro biologi klinik, imunologi
klinik dan bidang lain yang berkaitan dengan
kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang
upava penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan ;

Laboratorium Kesehatan adalah sarana milik
Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pemeriksaan secara biologi, kimiawi dan fisika
terhadap specimen yang berasal dari manusia,
hewan, media 1lingkungan, makanan/ minuman,
obat/obat tradisional, narkotika, bahan
pberbahaya, alat kesehatan dan kosmetik dalam
rangka pengawasan dan pengujian mutu untuk
menunjang penetapan diagnosa/terapy dan
penelitian ;

e



1. Unit Pelavanan Khusus adalah sarana Kesehatan
milik Pemerintah Daerah vang menyelenggarakan
pelavanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit,
jenis pekerjaan, golongan umur dan disiplin
iimu tertentu.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang kesehatan ;

(2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
wWalikotamadya Kepala Dasrah ;

(3} Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan
tugas berada di bawah koordinasi administratip
Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas
menvelenggarakan sebagian urusan rumah tangga
Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi
tanggung jawabnya dan tugas pembantuan vang
diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 3 Peraturan Daerah 1ini, Dinas Kesehatan
Daerah mempunyai fungsi

a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi
pendekatan peningkatan {(promotif), pencegahan
(preventif), pengobatan (curatif),dan pemulihan
{rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur ;

b. pembinaan teknis di bidang upava pelayanan
kesehatan dasar dan upava pelayanan kesehatan
rujukan yang meliputi Kesehatan Keluarga,
Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat,
Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit serta
Kesehatan Lingkungan berdasarkan Kkebijaksanaan
teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;

¢. pembinaan operasional sesuai Kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

d. pelaksanaan tata usaha Dinas.




BAB I11
CRGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah
terdiri dari

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Perencanaan dan Informasi
Kesehatan ;
- Urusan Kepegawaian ;
- Urusan Keuangan ;
- Urusan Umum dan Perlengkapan.

C. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
- Sub Seksi Rumah Sakit ;
- Sub Seksi Puskesmas ;
~ Sub Seksi Kesehatan Khusus
~ Sub Seksi Kefarmasian.

-
>

d. Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penvakit;
- Sub Seksi Pengamatan Penyakit
- Sub Seksi Imunisasi ;
- Sub Seksi Pemberantasan Vektor ;
- 8ub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
Langsung.

-
’

e. Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan

Higiene Sanitasi

- Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Tempat-
tempat Umum ;

- Sub Seksi Pengendalian, Pencegahan dan
Pengawasan Kualitas Air :

- 8ub Seksi Penyehatan Lingkungan
Permukiman

- Bub 8Seksi Penvehatan Makanan dan Minuman.

f. Seksi Kesehatan Keluarga
- Sub Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan
Keluarga Berencana ;
- Sub Seksi Gizi ;
-~ Sub Seksi Kesehatan Sekolah ;
- Sub Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut.

g. Seksi Penvuluhan Kesehatan Masyarakat ;
- Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
~ Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;

- Sub Seksi Sarana dan Metode ;
-~ 8Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah 1ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(2)
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a.

. Bagian Kedua
Kepaia Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas ﬁempunyai tugas :

A. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4
Peraturan Daerah ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas
Kesehatan Daerah. :

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan penyusunan rencana, program,
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas
dan protokol, penyusunan data statistik,
penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta
pembuatan laporan kerja Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
Pasal 8

- Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
ayat (1) Peraturan Daerah ini{, Sub Bagian Tata
ha mempunyai fungsi - :

pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana dan
program ;

pengelaQlaan  administrasi kepegawaian dan
pelatihan pegawai ;

pengelolaan administrasi keuangan ;

pengelolaan  surat menyurat, Kkearsipan dan
penggandaan ;

pengelotaan rumah tangga dan periengkapan ;

penvelenggaraan kegwatan protokoler, humas dan
perjalanan dinas ;

penyusunan data statistik dan pelaporan ;
pengumpulan peraturan perundang-undangan,

penyempurnaan = organisasi dan tatalaksana
kesehatan ;



(1)

(2)

(3)

pelaksanaan tugas-tugas laih vyang diberikan
oleh  Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 9

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan
mempunyai tugas

a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan
program ;

b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan
program ;

¢c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program ;

d. menyiapkan bahan informasi kesehatan ;

e, menvyusun data statistik kesehatan ;

f. menyusun laporan pelaksanaan program ;

g. menghimpun dan menyusun peraturan perundang
-yndangan ;

h. menghimpun bahan untuk penyempurnaan
organisasi dan tatalaksana kesehatan ;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan bidang tugasnya ;

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas
a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;

b. melaksanakan administrasi kepegawaian
meliputi pengumpulan data pegawai,
penyusunan buku induk, kenaikan pangkat,
gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usulap
kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai
dan pemberhentian/pensiun ;

c. melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan
dan pelatihan pegawat ;

d. mengurus kesejahteraan pegawai ;

e. melaksanakan pembihaan dan peningkatan
disiplin pegawai ;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi
pegawai ; ,

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan bidang tugasnya ;

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran
dinas ;




b. melaksahakan administrasi keuangan meldiputi
pergeliolaan anggaran, pembukuan, pertang-
gungjawaban dan verifikasi serta penyusunan
perhitungan anggaran ;

¢. melaksanakan pengurusan biaya perjalanan
dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi,
gaiji pegawas dan pembayaran hak—-hak
keuangan lainnya :

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan bidang tugasnva ;

(4) Urusan Umum mempunyai tugas

a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat,
tata kearsipan, penggandaan dan Kepus-
takaan ;

b. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan
perlengkapan ;

c. melaksanakan kegiatan protokoler,
kehumasan dan perjalanan dinas ;

d. melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat ‘
Seksi Pelayanan Kesehatan

pasal 10

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas
dan Kesehatan Khusus, pembinaan usaha
pemulihan kesehatan serta penyusunan rencana
kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin otleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan
Kesehatan mempunyai fungsi

a. psnyiapan bahan pembinaan, pengawasan,
pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas Rujukan,
Puskesmas dan sarana kesehatan lain ;

(POSEHATST-ira)
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b. penyusunan rencana kebutuhan alat—~alat
kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan,
pengeloiaannya pada Rumah Sakit, Puskesmas
Rujukan, Puskesmas dan sarana kesehatan
lainnya; ’

c. pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya
peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan
Rumah Sakit, Puskesmas Rujukan, Puskesmas dan
sarana keeehatan lain ;

d. pelaksanakan pembinaan usaha ﬁemu]ihan
. kesehatan

-
z

1)

penyiapan rekomendasi 1izin sarana pelayanan
medik dasar, spesialistik, rujukan, Rumah Sakit
dan Rumah Sakit Khusus 4

f. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

tugacsnya.
N Pasal 12
(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

a. mengumpuikan dan mengevaluasi data tentang
kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan
pengembangan Rumah Sakit serta pemanfaatan
alat kesehatan ;

¢. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit ;

d. menyiapkan rekomendasi . 1zin sarana
pelayanan medik dasar, spesialistik dan

—~ " Rumah Sakit ;

©. melaksanakan tugas—-tugas lain yang
. diberikan oleh Kepala Seksi Pelavanan
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang
kegiatan pelayanan pada Puskesmas ;

b. Menyiapkan "azhan psmbinaan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan
pengembangan Puskeemas serta pemahaman alat
kesehatan ;

¢. Melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas
kepada masyarakat

d. Melaksanakan tugas—-tugas fain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;

(PDSEHQTQ? 1ra)
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(3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang

kegiatan pelayanah kesehatan khusus
meliputi penyakit kusta, jiwa, paru, mata
* dan gigi

b. Menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan ’
kKhusus dalam rangka peningkatan mutu
pelavanan kesehatan dan pengembangan serta
pemahaman alat kesehatan ;

c. Melaksanakan pengawasan pelayanan usaha
kesehatan khusus kepada masyarakat ;

"d. menyiapkan rekomendasi izin sarana rujukan
' dan Rumah Sakit Khusus ; .

€. Melaksanakan tugas-tugas lain ,yang'
diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan
Kesehatan sesuaj dengan bidang tugasnya ;

(4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas

a. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan
obat-obatan dan - alat kesehatan  pada
Puskesmas, Rumah Sakit dan Rumah Sakit
Khusus ;

b. Menyiapkan bahan pembinan dan pengawasan
pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit,
Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan serta
mengadakan pengawasan pendistribusian obat-~
obatan dari Dinas ;

c. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-
obatan pada toko-toko obat, apotik dan alat
kesehatan ; : '

d. Melaksanakan evaluasi pemakaian obat-obatan
dan alat kesehatan sesuai kebutuhan ;

.e. melaksanakan  tugas-tugas  lain = yang
diberikan oleh Kepala Seksi = Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnva.

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala | R
Seksi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima
Seksi Pemberantasan dan
Pencegahan Penyakit

Pa$a1 13

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- mempunyai tugas menyiapkan rencana
penyelenggaraan kegiatan " .pengamatan,
pencegahan,. imunisasi, pemberantasan dan
pengawasan penyakit termasuk penyakit yang
‘bersumber dari binatang serta penyakit menular
langsung ; . :
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(2) seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

dipimpin-oleh seorang Kepala Seksi yang .dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dah

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ‘
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal

13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan bahan pembinaan dalam rangka
pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit
dan penyakit yang bersumber dari binatang dan
imunisasi ; .

perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberan-

tasan, pengawasan penyakit menular dan
penelitian kemungkinan terjadinya wabah
penyakit ;

pelaksanaan monitoring terhadap pembserantasan
penyakit, penyakit menular, wabah penyakit
menular dan imunisasi ; '

pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebar-
Juasan informasi tentang tata cara
pemberantasan sumber—-sumber penyakit dan wabah
penyakit menular ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas:

a. menghimpun dan mengevaluasi data tentang
wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;

b. melaksanakan pengamatan dan penelitian
penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit
yang = timbul sebagai akibat  perpindahan
penduduk antar daerah maupun antar negara ;

c. melaksanakan pengamatan epidemiologi terha-
dap suatu daerah tertentu yang menunjukkan
tanda-tanda adanya kejadian 1luar biasa
berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang
bersifat massal ;’

d. membuat Iaporah hasil penelitian yang telah
.dilakukan dalam rangka menyusun program
pencegahan penyakit/penyakit menular ;

€. menyusun petunjuk dan pedoman tentang
pencegahan penyakit/penyakit menular ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang
tugasnvya ; v
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{ . , . .
(2) Sub Seksi Imunisasi mempunyai tugas:

(3) sub

(4)

a.

menyiapkan ©bahan pembinaan dalam rangka
Kegiatan pencegahan penyakit/wabah penyakit
dan penvakit menular sebagai akibat
perpindahan penduduk antar daerah maupun
antar negara ;

. melaksanakan pembinaan dan monitoring

terhadap <c¢ara-cara pencegahan penyakit/
vaksinasi

-
k4

. melaksanakan evaluasi hasil pencegahan

penyakit

melaksanakan tugas—-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit seusai dengan bidang
tugasnya ;

Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai

tugas

a.

menyusun rencana Kkegiatan pemberantasan
penyakit wabah penyakit dan penyakit
menular yang bersumber binatang ;

menyusun bahan pembinaan dan monitoring
terhadap tata cara pemberantasan penyakit
vang bersumber binatang ; ’

melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan
penyakit vang bersumber binatang ;

melaksanakan upaya-upaya kesehatan untuk
menanggulangi penyakit akibat vektor ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-

kan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit seusai dengan bidang

tugasnya.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
Langsung mempunyai tugas : :

al

menyusun rencana kegiatan pengendaiian dan
pemberantasan penyakit menular langsung ;

. melaksanakan pembinaan dan monitoring

terhadap tata cara pengendalian dan
pemberantasan penyakit menular langsung ;

melaksanakan evaluasi hasil pengendalian
dan pemberantasan penyakit menular
langsung ;

melaksanakan upaya4upaya kesehatan untuk
menanggulangi penyakit menular langsung ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit seusai dengan bidang
tugasnya.

N

—_—
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(5) Setiap Sub S=ksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugdas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Bagian Keenam
Sek31 Kesehatan Lingkungan Permuk1man
dan Higiene Sanitasi

Pasal 16

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan
Higiene Sanitasi mempunyai tugas pendataan dan
menganalisis data tentang kKegiatan kebersihan
lingkungan permukiman tempat-tempat umum,
kualitas air, makanan dan minuman serta usaha
peningkatan kebersihan dan kesehatan
masyarakat ; '

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan
Higiene Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungijawab Kkepada Kepatla
Dinas. '

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan
Lingkungan Pernmukiman dan Higiene Sanitasi
mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan
lingkungan  permukiman, kualitas air  serta
makanan dan minuman ;

b. pembinaan penyehatan Tlingkungan permukiman,
“tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan
minuman

¢. pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan
tempat-tempat umum, kualitas air, lingkungan
pemukiman, makanan dan minuman serta pembuatan,
penvaluran, penggunaan dan . pengamanan
pestisida ;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka penataan dan pengawasan 1imbah
domestik dap sampah ;

e. penyiapan izin usaha tata boga ;

f. penyiapan rekomendasi 1izin tempat wusaha dan
izin produksi makanan dan minuman ;

e. pelaksanaan tugas—-tugas lain yang dibefikan
~oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya. '



Pasal i8

(1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat
Umum mempunyai tugas

(2)

(3)

al

b.

Sub

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
pembinaan penyehatan tempat-tempat umum :

meiaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap kebersihan tempat-tempat umum ;
menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan
instansi terkait dalam upaya meningkatkan
fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada
tempat~tempat umum 3

melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan
pehgawasan kebersihan tempat-tempat umum 3

melaksanakan tugas-tugas 1ain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian, Pencegahan dan

Pengawasan Kualitas Air mempunyai tugas

a.

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
pembinaan, pengawasan kualitas air dan
Tingkungan ;

melaksavakan pengumpulan data, pengamatan,
analisis dan pengawasan kualitas air ;

melaksanakan bimbingan tentang penyehatan
kualitas air pada masyarakat ;o :

menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis tentang pembangunan sarana air
bersih dan penanganan 1imbah domestik ;

melaksanakan kerja sama dengan instansi
terkait dalam rangka pemant auan dan
bengawasan 1imbah cair dan bahan lain
terhadap pencemaran air dan Tingkungan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi
sesuai dengan bidang tugasnya ;

Sub 8eksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
mempunyai tugas

al

b.

menyiapkan bahan pembﬁnaan dan penyuluhan
Tingkungan permukiman

melaksanakan pembinaan bersama instansi
terkait dalam rangka penataan - dan
pengawasan 1limbah domestik guna mencegah
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d. melaksanakan tugas—-tugas Tain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi
sesuai dengan bidang tugasnya ;

(4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
mempunyas tugas ;

a. menghimpun data perusahaan makanan dan
- minuman, restoran dan atau rumah makan
serta pusat perbelanjaan ;

b. melaksanakan pembinaan  dan pengawasan
industri makanan dan minuman, restoran dan
atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;

¢. melaksanakan pembinaan hygiene 1ingkungan
industri makanan dan minuman, restoran dan
atau rumah makan ;

d. menyiapkan izin usaha Tata Boga ;

e. menyiapkan rekomendasi izin tempat usaha
dan izin produksi makanan dan minuman ;

f. melaksanakan tugas-tugas tain yang
diberikan oleh Kepala Seksj Kesehatan
Lingkungan Permukiman Dan Higiene Sanitasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi ~Kesehatan Lingkungan Permukiman dan
Higiene Sanitasi.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 19

(1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunvai tugas
menyusun program dan melaksanakan pembinaan
serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak, kegiatan keluarga berencana,
peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah,
remaja, usia lanjut dan kesehatan kerja ;

(2) Sekst Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan
Keluarga mempunyai fungsi

a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan
kesehatan keluarga



‘dan kesehatan kerja

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan
kesehatan ibu dan anak, Kkegiatan keluarga
berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa’
sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan
kerja ; :

pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait
dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap
upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak,
kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi,
kesehatan siswa sekolah, remaja, wusia Tlanjut

-
Yy

pelaksanaan tugas-tugas 1lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya. '

Pasal 21

Sub Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun program
peningkatan kesehatan ibu, anak dan
keluarga berencana ; :

b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam
upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan
keluarga berencana melalui Rumah Sakit,
Puskesmas, unit-unit swasta, perorangan dan
peran serta masyarakat ;

¢. melaksanakan koordinasi dengan instansi

- terkait dalam rangksg pemant auan dan
evaluasi terhadap petlaksanaan program
peningkatan kesehatan ibu, anak dan

keluarga berencana ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang
~diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga sesuai dengah bidang tugasnya ;

Sub Seksi. Gizi mempunyai tugas

a. menyiapkan bahan untuk menyusun program
peningkatan gizi masyarakat ;

b. menyusun baﬁan pembinaan dan petujuk dalam
rangka kewaspadaan - pangan dan
penanggulangan gizi ;

c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan
bersama instansi terkait dalam menyusun
daftar menu makanan dalam rangka usaha
perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;

d. melaksanakan tugas—-tugas tain yang
diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga sesuai dengan bidang tugasnhya ;

Sub Seksi Kesehatan Sekolah mempunyai tugas
a. menyiapkan bahan untuk menyusun program

penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah,
anak usia sekolah dan remaja ;
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b. menyusun bahan pembinaan dan petujuk
tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra
sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;

¢. melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka pemantauan dan
avaluasi terhadap kesehatan anak pra
sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;

d. melaksanakan tugas—-tugas lain yvang
diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

Sub Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut

mempunyai tugas '

a. menyiapkan bahan untuk menyusun program
peningkatan kesehatan kerja dan usia-
lanjut ;

b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam
upaya peningkatan kesehatan kerja dan usia
lanjut

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka pembinaan dan evaluasi
terhadap lembaga dan sarana kesehatanh kerja
dan usia lanjut ;

d. meiaksanakan tugas-tugas  lain vang
diberikan olenh Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga sesuai dengan bidange tugasnya.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di  bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Kesehatan Keluarga.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

(1)

(2)

22

Pasa} 22

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
mempunyai tugas menyusun program pendidikan
dan latihan, pengembangan institusi potensi
dan peran masyarakat, pengadaan media, metode
dan penyuluhan kesehatan masyarakat ;

8eksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dipimpin
oleh seorang Kepaila Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi

a.

penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan
dan latihan tanags kesehatan serta pengembangan
institusi
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(1)

(2)
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pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi
dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

penye!ehggaraan pazmbinaan,peningkatan kemampuan
serta Keterampilan aparat kesehatan dalam
memanfaatkan media penvuiuhan :

pelaksanaan penyuluhan bersama instansi terkait
dalam rangka penyebarluasan informasi dibidang
kezehatan masyarakat ; : :
pelaksanaan tugas-tugas 1lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan  bidang
tugasnya. :

Pasal 24

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi, mempunyai
tugas : :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun program
pelatihan ftenaga kesehatan dan pengembangan
institusi ; _

b. menyusun materi pembinaan dan pedoman pendi
dikan serta pelatihan tenaga Kesehatan ;

¢. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kkegiat
an pelatihan tenaga kesehatan ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kKan Kepala . Seksi Penyuluhan Kesehatan
Masvarakat sesuai dengan bidang tugasnvya.

Sub Seksi Peran Serta Masvarakat mempunhyai
tugas :

a. menyiapkan bahan utuk menyusun program
kesehatan masvyarakat ;

b. menviapkan bahan pembinaan pengembangan
potensi dan peran serta masyarakat di
bidang kesehatan ;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait untuk melakukan pembinaan gunha
meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kese-
hatan ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan . Kepala Seksi Penyuluhan  Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

{3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana
kebutuhan pengadaan media penvuluhan
kesehatan ;

b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka
meningkatkan Kkemampuan serta keterampilan
aparat kesehatan dalam memanfaatkan media
penyuluhan
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¢. melaksanakan analisis dan evaluasi sarana
dan metode penyuluhan kesehatan ; )

d. meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
‘kan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnva.

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai
tugas

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana
penyebarluasan informasi ;

b. melaksanakan koordinasi bersama instansi
terkait dalam rangka memberikan penyuluhan
kesehatan baik langsung maupun melalui
media massa ;

¢. menyiapkan bahan penyuluhan untuk disebar-
luaskan kepada masyarakat ;

d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap
pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
masyarakat ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnvya.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dzn bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1)

(2)

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional vyang dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku ketua kelompok vyang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas ;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas
kelompok dan Sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan ;

Jumlah Jabatan. Fungsional ditentukan
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional
dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur
pelaksana dilapangan vyang menyelenggarakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang
Rumah sakit, Sekolah Perawat Kesehatan,
Puskesmas dan Gudang Farmasi;

?

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yanhg
telah ditetapkan serta mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri Dalam Negari dan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB v
TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan vang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;

Kepala Dinas berkewaijiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
1ingkungan Dinas Kesehatan Daerah maupun
dengan instansi-instansi lain di luar dinas :

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk,
membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang
yang berada dalam lingkungan dinashya ;o

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepaia Urusan dan Kepala Sub Seksi
berkewajiban melaksanakah prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi sesuai dengan bidang tugas
masing-masing ;

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub
Seksi masing-masing bertanggungjawab memberi-
kan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya
serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan
tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-
masing.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan
Daerah dan instansi vertikal yang urusannya
sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan
kerja dengan cara sebaik-baiknya ;
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Keésehatan
Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi
secara fungsional dengan Dinas Kesehatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
dengan sebaik-baiknva. '

: BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan
dan Kepala Sub  Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh wWalikotamadya Kepala Daerah
atas usul dari Kepala Dinas ;

(3) Kelompok jabatan fungsional dan jabatan 1lain
dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah diangkat
dan diberhentikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3t
(1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan
tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu
dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.
Pasal 32

Pegawat Dinas Kesehatan Daerah diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 33

Keuangan untuk pembiayaan Kkegiatan Dinas
Kesehatan Daerah disediakan dari ~Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Surabaya serta Subsidi atau
pantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain
diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara
sah. :
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BAB  VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34 = ' _—
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini

a. Peraturan Daerah Kofamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya
Danrah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 13 Adustus 1996 Nomor 419/P Tahuh
1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C
Tahun 1896 tanggal 12 Nopember 1996 Nomor 8&/C
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

b. Semua tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ODaerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daeran Tingkat II Surabaya Nomor 19
Tahun 1995 beralih menjadi tugas dan fungsi
Dinas  Kesehatan Daerah vang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut
pelaksanaannya akan diatur 1lebih 1lanjut oleh
wWalikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTURP

Pasal 36

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
. tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ini,
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A,
pada tanggal 25 FEBRUARI 1997,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1I SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
K et ua,
ttd. ttd.

H. HARJOSO SOEPENO. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
KOLONEL .CHB.NRP.22021. :

{POSEHATET-1ra)
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. Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 4 Desember 1997 Nomor 584/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

' . _ Asisten Ketataprajaan

_ ttd.

i .

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 Nomor 12/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.
Drs. CHUSNUL ARIFIN DAMURI.
Pambina :

NIP. 010 056 836

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tidgkat II Sutabaya

Y
A f i
T - Y .
L Kepala Bagiam/Hukum
e L S P) /

{POSEHATST-iral



PENJELASAN
| ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG -
ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS KESEHATAN DAERAH |
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJE{ ASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~pokok
Pemerintahan, peletakan titik berat otonomi Daerah adalah
pada Daerah Tingkat II. '

Penyelenggaraan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat

‘11 dilaksahakan dengan penverahan sebagian urusan

pemerintahan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat

I kepada Daerah Tingkat i1 secara bertahap dan

berkelanjutan. Penysrahan sebagian urusan pemerintahan

tersebut perlu diperlancar sehingga pada akhirnya urusan

rumah tangga Daerah Tingkat I akah lebih banyak menyangkut

bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedangkan

. urusan rumah tangga Daerah tingkat II akan menyangkut 1ebih
banyak pelaksanaan.

Urusan gudang farmasi yang selama ini menjadi tugas
. Departemen  Kesehatan dan dilaksanakan oleh Kantor
. Departemen Kesehatan berdlih menjadi urusan rumah tangga
Daerah. ©Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan gudang
farmasi yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis pada
Departemen Kesehatan, maka dengan adanya tambahan penyerahan
urusan bidang Kkesehatan -akan = dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan
Daerah. : '

Dengan disempurnakannya Organisasi dan Tatakerja Dinas
Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I Surabaya,
diharapkan tugas-tugas urusan pelayanan kesehatan dasar dan
urusan pelayanan kesehatan rujukan yang dilengkapi dengan
pengelolaan Gudang Farmasi akan dapat 1lebih ~ditingkatkan
secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat
semakin menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi
daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. '

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.

{POSEHATIT-hukum!



35044 SUSURAN ORGANISASI DINAS
HATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAM
KAT 11 SURABAYA,

LARPINAN FERRTURAN DATRAR RUTARAUTA
DAERAH- TINGKAT 11 SURABAYA,

* NOMOR  : 20 TAHUK 1997, -
TANGGAL : 25 FEBRUARI 1997,

]
KEPALA OINAS
|
SUB BAGJAR
TATA UGAHA
A ¥ -
, 1 I ]
i URUSAN HRUSAN  URUSAN URUSAN
PERENCANAAK| | KEPEGAWAI- KEUANGAK UMUM & PER
| & INFORMASI AN LENGKAPAN
; KESEHATAN
o ; [ 1 - x A §
1 KELOMPOK SEKS] SEXSI SEKSI SEKST SEKSI
JABATAN PELAYANAN KESEHATAN| | PEMBERANTASAK DAM KESEHATAN LINGKUNGAN| | KESEHATAN KELUARGA | |PENYULUHAK
7 FURGSIONAL PEKCEGAHAN PERMUKIMAN DAN . KESEHATAN
I PENYAKIT HIGIENE SANITASI ' MASYARAKAT
I — SRS [ S e —
i :
i ]
i §UB SEKSI SUB SEKSI U8 SEKSI 8UB SEXS! SUB SEKSI
H  RUMAN SAKIT | PENGAMATAN | | M PENYEHATAN = KESEHATAN IBY, | pH USAHA KESEHATAN
PENYAKIT ! LINGKURGAN AKAK DAN. KELUARGA INSTITUS!
| TEMPAT-TEMBAT UMUM BERENCANA '
|
SUB SEKS! 8UB SEKSI SUB SEXST SUB SEKSI SUB SEKSI
i PUSKESMAS H TMUNISAS! - PENGENDALIAN, PEN-| H - 8111 H PERAN SERTA
‘ CEGAHAN DAN PENGA- MASYARAKAT
KASAN KUALITAS AlR
SUB SEXSI S48 SEXSI ~SUB SEXSI SUB SEKSI SUB SEKSI
o H  KESEHATAN KHUSUS | H  PEMBERANTASAN -{PENYEHATAN LINGKUNG| H KESEHATAN SEKOLAK| H  SARAKA DAN
VEKTOR AN PERMUKIMAN ' _ WETODE
SUB SEKST ~ SUB SEKSI SUB SEKST | | SUB SEXSI SUB SEXSI
S KEFARMASIAN Y PEMGERANTASAN i PENYEHATAN MAKANAN| Y KESEHATAN KERJA | Y PENYEBARLUASAN
PENYAKIT MENULAR - DAN MINUMAN DAK USIA LANJUT INFORMAS]
LAKGSUKG :
uePTD ]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA : TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua, SALINAN sesuai dengan Asiinya :
. ~ An. Sekretaris Kotamadya Daerah
{td. . ~va s Tingkst I Surabaya ; - ttd.
- . co /
H. HARJOSG SUEPENG, Kepala Bagian flokun . SUNARTO SUMOPRANIRO.
KOLONEL, CHB.NRP.22021, Y

\3/ "

el

KOORAT SAMADIKUN, SH,
Papata Tingkat 1.

KIP, 510 036 885,




